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Kepada
Inspektur/ Ka.Badan/ Ka.Dinas/

Kabag di Lingkungan Pemerintah
Kab.Badung.
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Badung.
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Ka.Satpol PP Kab.Badung
Direktur RSD Mangusada Kab.

Sekretaris DPRD Kab. Badung
Camat Se- Kabupaten Badung.
Lurah Se- Kabupaten Badung.
Korwil Disdikpora Se-Kab. Badung.
Satker Dinas Pertanian dan Pangan
Se-Kab.Badung

9. Satker DP2KBP3A Se- Kab.Badung
10. Satker Dinas Perikanan Se-
Kab.Badung
11. Satker Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan Se- Kab.Badung
12. Kepala UPTD. Puskesmas Se-Kab.
Badung.

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/2093/BKPSDM

No Uraian Banyaknya Keterangan

1. | Keputusan Presiden Republik Indonesia 1 (satu) Dengan hormat,
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Gabung | bersama ini kami
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun sampaikan  untuk
2024 sebagai Hari Libur Nasional dapat dipedomani

dan ditindaklanjuti

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung

Dr. Drs. I Gede Wijaya, MM.
NIP.196508171986021007

berikut.

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada https://tte.badungkab.go.id

https://tte.badungkab.go.id/doc/6516d4bb777abeSbcblce5116cf75835

F Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan



https://tte.badungkab.go.id/doc/6516d4bb777abe5bcb1ce5116cf75835
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1 * SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang

SK No 209747 A

SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan guna
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan
hak pilihnya;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan
secara serentak pada hari libur atau hari yang
diliburkan secara nasional,

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan
hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan
tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara Pemillhan Umum Tahun 2024 di Tempat
Pemungutan Suara (TPS);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
Sebagai Hari Libur Nasional;

Mengingat: . . .



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-0

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI HARI
LIBUR NASIONAL.

Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai
hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
.PUBLIK INDONESIA

SK No 209748 A



